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1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
-Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatum 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4723);

Mengingat

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana mengamanatkan kepada
Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang
bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana;

b. bahwa Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat untuk
Bantuan Penanggulangan Bencana dapat berjalan lancar,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu diatur dalam
suatu peraturan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang
Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat
untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;

KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEDOMANPENGUMPULANDANPENGELOLAANDANAMASYARAKAT
UNTUKBANTUANPENANGGULANGANBENCANA

TENTANG

NOMOR 23 TAHUN 2010

PERATURAN
KEPALABADANNASIONALPENANGGULANGANBENCANA
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1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2. Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya

disebut Dana Bantuan Masyarakat adalah dana yang diterima dan
dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari masyarakat
umum secara pribadi, kelompok danj atau golongan, lembaga usaha baik
yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara suka-relajtanpa
paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan bantuan
penanggulangan bencana diseluruh wilayah negara RepublikIndonesia.

3. RekeningBNPBuntuk Bantuan PenanggulanganBencana adalah rekeningyang
dikelola oleh bendahara pada bank pemerintah yang digunakan untuk
menampung DanaBantuan Masyarakat.
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Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dimaksud
dengan:

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

Menetapkan : PERATURANKEPALABADAN NASIONALPENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DAN
PENGELOLAAN DANA MASYARAKATUNTUK BANTUAN
PENANGGULANGANBENCANA.

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4829);

7. Keputusan Menteri Sosial Nomor IjHUKj 1995 tentang
Pengumpulan Sumbangan Untuk KorbanBencana;

8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56jHUKj1996 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan OlehMasyarakat;

9. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang
Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171jPMK.05j2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor40jPMK.05j 2009 tentang
Sistem Akuntansi Hibah;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 1Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan
Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah
Langsung di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;

-------------------_._------ -



- 3 -

(1) Kepala Badan membuka rekening penampungan Dana Bantuan Masyarakat pada
Bank Pemerintah.

(2) Apabila diperlukan Kepala Badan dapat membuka rekening bank khusus untuk
menampungbantuan tunai berupa valuta asing.

(3) Pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) Permohonan persetujuan pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) oleh Kepala BNPB disampaikan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur
Pengelolaan Kas Negara (PKN) dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang.

(5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama
Rekening BNPBuntuk Bantuan Penanggulangan Bencana.

Pasal4

(1) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengumpulan Dana
Bantuan Masyarakat untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana di
seluruh wilayah Indonesia.

(2) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan membuka rekening bank untuk menampung Dana Bantuan
Masyarakat,menunjuk BPPpengelolarekening.

Pasal3

Bagian I
Pelaksanaan Kegiatan dan Pembukaan Rekening

BABIII

PELAKSANAANPENGUMPULANDANA

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana
Masyarakat Untuk Bantuan PenanggulanganBencanameliputi :

a. Pembukaan dan Pengelolaanrekening;

b. Pembentukan Tim Pengelola Rekening;

c. Pengelolaan dana masyarakat, penggunaan dana dan tata cara pencairan;
d. Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal2

BABII

RUANGLINGKUP

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola rekening yang selanjutnya disebut
BPP Pengelola Rekening adalah Bendahara yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan rekening BNPBuntuk Bantuan Penanggulangan Bencana.
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(1) Dalammelaksanakan tugasnya BPP PengelolaRekeningdapat dibantu oleh satu
atau lebihpegawaisesuai kebutuhan.

Pasal10

(1) BPP Pengelola Rekening bertanggungjawab secara penuh terhadap Dana
Bantuan masyarakat yangberada dalam pengelolaannya.

(2) BPPPengelolaRekeningberkoordinasi dengan Bendahara Pengeluarandalam hal
pengelolaandana hibah.

Pasal9

,

(2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kebendaharaan
sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk melaksanakan pembukuan
terhadap transaksi keuangan yang menyangkut rekening yang menjadi
tanggungjawabnya.

(1) Kepala Badan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP) Pengelola
Rekening sebagai pengelola dan penanggungjawab Rekening BNPB untuk
Bantuan PenanggulanganBeneana.

Pasal8

Bagian II
Pengelolaan Rekening

(1) Agar masyarakat mengetahui pembukaan Rekening BNPB untuk Bantuan
penanggulangan Beneana, BNPB dapat melakukan publikasi melalui media
massa Nasional atau Intemasional kepada masyarakat tentang maksud dan
tujuan dibukanya rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada
masyarakat.

(2) Biaya publikasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB.

Pasa17

(1) Rekening BNPB untuk Penanggulangan Baneana bersifat sementarajuntuk
periode yang telah ditentukan.

(2) Penggunaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat
diperpanjang oleh Kepala Badan sesuaikebutuhan.

(3) Kepala Badan melakukan penutupan Rekening untuk Penanggulangan Beneana
apabila dinyatakan tidak diperlukan lagi.

(4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan melalui
Surat KeputusanKepala Badan dan disampaikan kepadaMenteri Keuangan,

Pasa16

Rekening BNPB untuk Penanggulangan Baneana digunakan untuk menampung
bantuan tunai yang diterima dari masyarakat umum seeara pribadi, kelompok
danj atau golongan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar
negeri seeara suka-rela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan
bantuan penanggulangan beneana diseluruhwilayah negara Republik Indonesia.

Pasa15
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(1) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan jurnlah alokasi Dana Bantuan
Masyarakat untuk setiap daerah yang membutuhkan bantuan, melalui surat
keputusan.

(2) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penggunaan dana untuk Penanganan Tanggap Darurat darr/atau Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca bencana.

(3) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari
Dana Bantuan Masyarakat.

Pasa114

(1) Bendahara Pengeluaran dapat mengeluarkan Zmenarik dana dalam Rekening
BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana atas perintah Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Dalam keadaan mendesak Dana Bantuan Msyarakat dapat digunakan sebelum
dilakukan revisi penambahan dana Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA).

Pasal 13

Bagian II
Penggunaan Dana Masyarakat

(1) Berdasarkan registrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11, Kepala Badan
memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja BNPB untuk
mencatatkan Dana Bantuan Masyarakat kedalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA)satuan kerja BNPB sebagai penambah pagu yang berasal dari
hibah.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi penambahan dana Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Pasal12

(1) Berdasarkan laporan penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran, Kepala
Badan mengajukan permintaan registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang Kementerian Keuangan atas Dana Bantuan Masyarakat yang diterima
sebagai hibah sesuai keten tuan berlaku.

(2) BPP Pengelola Dana menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan
permintaan registrasi dana masyarakat ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
Kementerian Keuangan.

Pasalll

Bagian I
Registrasi Dana dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BABIV

PENGELOLAANDANAMASYARAKAT

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu BPP Pengelola
Rekening dalam penyelenggaraan administrasi bendahara.



-6-

Dana masyarakat yang jumlahnya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran(DIPA)satuan kerja BNPBmaka akuntansinya mengikuti ketentuan Menteri
Keuangan tentang SistemAkuntansi dan Keuangan PemerintahPusat.

Pasal19

BABV

AKUNTANSIPELAPORAN

(2) Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)Pengesahan ke Kantor
Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN)sesuai ketentuan yang berlaku.

(1) Secara Periodik- Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)mengajukan Surat
Perintah Membayar (SPM) Pengesahan atas penggunaan Dana Masyarakat
kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)untuk diterbitkan
Surat PerintahPencairan Dana (SP2D)Pengesahan.

Pasal18

(1) BerdasarkanSurat Permintaan Danasebagaimana dimaksuddalam Pasal16 ayat
(2), Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)pengesahan
kepada Pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas
penggunaarr/penarikan Dana Bantuan Masyarakat.

(2) Setelah melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Pengesahan, Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan Surat
PerintahMembayar(SPM)Pengesahan.

(3) Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang sudah ditanda tangani
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk
diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D)Pengesahan sesuai ketentuan
dalam peraturan perundangan.

Pasal17

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)mengajukan Surat Permintaan Dana kepada
Bendahara setelahmendapat persetujuan dari KuasaPenggunaAnggaran.

2. Surat Permintaan Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sekurang­
kurangnya memuat informasi Surat Keputusan Alokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1),Penerima Dana, Nomor RekeningBank (apabiladibayar
secaralangsungantar rekening)dan peruntukan penggunaan dana.

3. Permintaan dana kepada Bendahara dilampirkan kuitansi tanda terima dari
penerimadana.

Tata cara pencairanDanaMasyarakatdilaksanakanmelalui tahapan sebagai berikut:

Pasa116

BagianIII
Tata Cara Pencairan Dana Masyarakat

Pengadaan barang dan jasa yang dibiayaidari Dana Masyarakat dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasa115

---~--------------
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Tata cara dan mekanisme permohonan ijin untuk pengumpulan sumbangan dana
masyarakt untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 didasarkan
pada Peraturan Kementerian Sosial.

Pasal24

(2) Surat Permohonan Ijin kepada Gubemur dalam hal pengumpulan sumbangan
untuk bencana meliputi:

a. Seluruh wilayah Propinsiyang bersangkutan;

b. lebih satu wilayah Kabupaterr/Kota dari wilayah Propinsi yang bersangkutan.
(3) Surat Permohonan Ijin kepada Bupati/Wali Kota dalam hal pengumpulan
sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaterr/Kota yang
bersangkutan.

(1) Surat Permohonan Ijin kepada Menteri Sosial dalam hal pengumpulan
sumbangan untuk bencana meliputi:

a. Seluruh wilayah Republik Indonesia;

b. Lebih dari satu wilayah Propinsi;

c. Satu wilayah Propinsi tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain.

Pasa123

(1) Organisasi kemasyarakatan,organisasi keagamaan maupun media masa apabila
terjadi bencana dapat melakukan pengumpulan dan pengelolaan Dana
Masyarakat untuk Bantuan PenangananBencana.

(2) Organisasi Kemasyarakatandan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengajukan ijin kepada Kementerian Sosial, Gubernur,
Bupati/Walikota dengan tembusan / salinan kepada BNPB/BPBDsetempat.

Pasal22

BAB VII

KETENTUANLAIN- LAIN

(1) BNPBdan BPBDberkewajiban melakukan sosialisasi peraturan ini.

(2) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal21

BABVI

SOSIALISASIDANPUBLIKASI

Dana mayarakat yang sampai dengan akhir tahun belum dicantumkan dalam Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB maka pengelolaan dana
tersebut menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Pengelola
Dana Masyarakat.

Pasal20
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Badan Nasional Penan ulangan Bencana

SERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 201~t NOMOR 1419

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Sep~ember 2014

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

S~AMSUL MAARIF J

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

KEPALABADANNASIONAL
PENANGGULANGANBENCANA,

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini, maka segala peraturan yang
berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat untuk bantuan bencana yang
setingkat dengan peraturan irn dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan ini.

Pasa126

BABVIII

KETENTUANPENUTUP

(3) Bagi penyelenggara pengumpulan dan pengelolaan Dana Masyarakat untuk
Bantuan Penanganan Bencana tersebut yang ti.dak mengi.ndahkan ketentuan
pada ayat (1) dan atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1) Organisasi Kernasyarakatan, organisasi keaga.maan dan media masa yang
melaksanakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkanijin
Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati/walikota harus menyampaikan laporan
kepada Kernenterian Sosial, BNPB, Guberrrur, Bupati dan WaHKota.

(2) Sistem penerimaan dan penyaluran bantuan bencana yang dilakukan oleh
masyaraka t sebagaimana dimaksud pada aya t (1) secara tekhnis akan dia tur
tersendiri.

Pasa125


